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	BUPATI SUMEDANG

	PROVINSI JAWA BARAT

	

	PERATURAN BUPATI SUMEDANG

	

	NOMOR      TAHUN 2024

	

	TENTANG

	

	TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

	

	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

	

	BUPATI SUMEDANG,

	

	Menimbang
	:
	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3), Pasal 65 ayat (7), Pasal 66 ayat (6), Pasal 73 ayat (5), Pasal 88 ayat (3), Pasal 94 ayat (3), Pasal 100, Pasal 102 ayat (4) dan Pasal 105 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan Pasal 99, Pasal 117 ayat (5), Pasal 132 ayat (2), Pasal 138 ayat (3) dan Pasal 158 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
b. bahwa untuk memberikan petunjuk yang jelas mengenai langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat/wajib retribusi daerah sehingga pelayanan dalam pemungutan retribusi daerah dapat dilaksanakan secara lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien serta adanya kepastian dalam pelayanan untuk menuju tertib administrasi dalam pengelolaan pemungutan retribusi daerah, maka perlu mengatur tata cara pemungutan retribusi daerah sebagai bahan acuan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pemungutan retribusi daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Sumedang.

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 1)

	
	
	MEMUTUSKAN:

	
	
	

	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

	
	
	

	
	
	BAB I
KETENTUAN UMUM

	
	
	

	
	
	Pasal 1

	
	
	Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang 
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberitugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta



12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana	atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, Penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Bank Tempat Pembayaran adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penyimpan Kas Daerah.
17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.




18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanan APBD pada SKPD.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Penghitungan Retribusi adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi.
23. Hari Libur adalah hari sabtu, hari minggu, hari libur nasional dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah
24. Online Retribution System (ORS) adalah sebuah sistem online terpadu untuk pengelolaan retribusi daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang.

	
	
	

	
	
	BAB II
JENIS RETRIBUSI DAERAH

	
	
	

	
	
	Pasal 2

	
	
	(1) Pemerintah Daerah melakukan pemungutan Retribusi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum
b. Retribusi Jasa Usaha; dan 
c. Retribusi Perizinan Tertentu

	
	
	

	
	
	Pasal 3

	[bookmark: _Hlk167267624]
	
	(1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi
a. Retribusi pelayanan kesehatan;
b. Retribusi pelayanan kebersihan;
c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
d. Retribusi pelayanan pasar.
(2) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
a. penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan;
b. penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
c. pelayanan rumah pemotongan hewan Ternak;
d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
a. PBG; dan
b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

	
	
	

	
	
	BAB III

	
	
	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

	
	
	

	
	
	Pasal 4

	
	
	

	
	
	(1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
a. [bookmark: _Hlk167260168]pendaftaran dan pendataan;
b. penetapan;
c. pembayaran dan penyetoran;
d. pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi daerah;
e. penagihan;
f. pencatatan dan pelaporan
(2) Pelaksanaan tata cara pemungutan Retribusi untuk jenis dokumen penetapan Karcis berpedoman dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.

	
	
	

	
	
	Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan

	
	
	

	
	
	Pasal 5
(1) Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah Dan/atau pengelola Retribusi wajib mendaftarkan dengan mengisi formulir pendaftaran atau dokumen yang dipersamakan.
(2) Pendaftaran dan pendataan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui inventarisasi data yang meliputi data subjek dan objek Retribusi.
(3) Pendaftaran dan pendataan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran permohonan pelayanan Pemerintah Daerah.
(4) Pelayanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan pemanfaatan jasa dan Perizinan Tertentu.
(5) Pendaftaran Dan pendataan dilakukan terhadap wajib Retribusi baik yang berdomisili di Daerah maupun luar Daerah.
(6) Pemutakhiran data dilakukan setiap awal Tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek Retribusi Dan Objek Retribusi dalam 1 (satu) periode tertentu.

	
	
	

	
	
	Pasal 6

	
	
	(1) Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap, dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi baik secara manual maupun digital melalui aplikasi online.
(2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kartu tanda penduduk Wajib Retribusi yang masih berlaku
b. akta pendirian perusahaan bagi Wajib Retribusi yang berbentuk Badan hukum; 
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Retribusi; dan/atau
d. Dokumen persyaratan lainnya yang telah ditetapkan oleh kebijakan di masing-masing SKPD;
(3) Dokumen pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat data:
a. subjek Retribusi
b. objek Retribusi; dan
c. dasar Perhitungan Tarif Retribusi Daerah
(4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pemungutan Retribusi Parkir, pariwisata dan olahraga dan retribusi pelayanan pasar hewan. 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	Bagian Kedua 
Penetapan Retribusi
 
Pasal 7
(1) Besaran Retribusi didasarkan atas penetapan Retribusi yang dilakukan oleh SKPD atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dokumen penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. SKRD;
b. Dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD
(3) Jenis dokumen penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis Retribusi yang dikelola oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8
(1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a:
a. Kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
b. Penentuan Besaran Retribusi dilakukan dengan penghitungan jenis layanan Retribusi yang diberikan.
(2) Jenis Retribusi yang menggunakan dokumen SKRD sebagai berikut:
a. Pemanfaatan aset kecuali pemanfaatan aset berupa tanah dan/atau bangunan;
b. Persetujuan Bangunan Gedung
(3) Dokumen SKRD memuat data sebagai berikut:
a. Nomor SKRD
b. Nama Wajib Retribusi
c. Alamat Retribusi
d. Besaran retribusi

Pasal 9
(1) Dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b terdiri atas:
a. Karcis (pelayanan kesehatan, Parkir, pelayanan kebersihan, pariwisata tahura, pelayanan pasar hewan)
b. Kartu Langganan (Parkir)
c. Struk Pembayaran (pertanian jual beli bibit/benih ikan dan tanaman)
d. Dokumen tagihan (pelayanan kesehatan)
e. Surat perjanjian (Pariwisata, Pertanian, pelayanan pasar)
f. Surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan elektronik. (PTKA, Pemanfaatan aset tanah, tanah dan bangunan, parkir,)
(2) Jenis Retribusi yang menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD adalah sebagai berikut.
a. Pelayanan Kesehatan
b. Pemanfaatan Aset
c. Penggunaan Tenaga Kerja Asing
d. 
(3) Dokumen karcis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dinyatakan sah apabila sudah disahkan oleh perangkat daerah pengelola Pendapatan.
(4) Porporasi berlaku dalam 1 (satu) Tahun anggaran.


	
	
	Bagian Ketiga 
Pembayaran dan Penyetoran

	
	
	

	
	
	Pasal 10

	
	
	(1) Pemungutan Retribusi didasarkan pada pelayanan yang diterima.
(2) Pembayaran Retribusi mendasarkan pada SKRD dan/atau Dokumen yang dipersamakan dengan SKRD sesuai dengan jenis Retribusi yang dibayarkan.
(3) Wajib Retribusi melakukan Pembayaran Retribusi secara tunai maupun nontunai pada saat mendapatkan pelayanan jasa.
(4) Dalam hal Retribusi yang wajib dibayar mendapatkan pengurangan atau keringanan atau pembebasan pembayaran Retribusi, keputusan Pejabat tentang pengurangan, keringanan dan/ atau pembebasan Retribusi menjadi dasar pembayaran Retribusi yang dituangkan dalam SKRD.

	
	
	

	
	
	Pasal 11
(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 10  ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
a. pembayaran langsung di Bank; 
b. pembayaran langsung melalui bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu di SKPD khusus untuk pembayaran menggunakan Dokumen lainnya yang dipersamakan dengan SKRD;
c. Pembayaran langsung melalui petugas pemungut retribusi; 
d. Pembayaran langsung melalui kanal pembayaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana ayat (1) disetorkan melalui rekening kas Daerah.
(3) Dalam Hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4) Keabsahan pembayaran Retribusi melalui mekanisme pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakui setelah bendahara penerimaan SKPD atau petugas yang ditunjuk SKPD melakukan verifikasi dengan pihak Bank Tempat Pembayaran.
(5) [bookmark: _Hlk167263108]Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD kecuali Dokumen yang dipersamakan dengan SKRD

	
	
	

	
	
	Pasal 12

	
	
	Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagai berikut:
a. Wajib Retribusi yang membayar Retribusi menggunakan SKRD diberikan bukti pembayaran Retribusi dari bank yang telah divalidasi;
b. Wajib Retribusi yang membayar Retribusi menggunakan Karcis, kartu pelanggan dan/atau dokumen yang dipersamakan dengan SKRD, berlaku sebagai bukti pembayaran Retribusi

	
	
	Pasal 13
(1) Penyetoran Retribusi dilakukan oleh SKPD yang menerima pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2) SKPD melalukan penyetoran hasil pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi ke kas Daerah.
(3) Penyetoran hasil pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama l x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Retribusi tersebut diterima.
(4) Penyetoran hasil pembayaran Retribusi dapat dilakukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal:
a. secara geografis lokasi jauh dari bank persepsi dan/atau
b. pemungutan yang dilaksanakan pada Hari Libur akan disetorkan pada hari kerja

	
	
	

	
	
	Bagian Keempat
Pembukuan dan Pelaporan

	
	
	

	
	
	Pasal 14
(1) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi dilakukan secara manual dan/atau melalui Online Retribution System (ORS)
(2) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

	
	
	


	
	
	Tata Cara Pemeriksaan Retribusi


	
	

	Pasal 15
(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemungutan Retribusi berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai retribusi.
(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
a. Wajib Retribusi mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran retribusi.
b. Terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau 
c. Wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
a. Penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi
b. Penyelesaian permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi retribusi;
c. Pencocokan data dan/atau alat keterangan dan/atau
d. Pemeriksaan dalam rangka penagihan retribusi.
(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

	
	
	Bagian Kelima
Penagihan

	
	
	

	
	
	Pasal 16
(1) Retribusi yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
(2) SKPD/Unit Kerja pemungut Retribusi menerbitkan dan menyampaikan STRD kepada Wajib Retribusi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas penyetorannya yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
(3) Wajib Retribusi melunasi Retribusi Terutang paling lama 5 (lima) hari setelah tanggal Surat Teguran diterbitkan sebagaimana pada ayat (2).
(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 3 (tiga) lembar, yaitu
a. Lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi
b. Lembar ke-2 untuk SKPD Pemungut Retribusi
c. Lembar ke-3 untuk Badan Pendapatan Daerahh

BAB IV
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI
Pasal 17

(1) Pemanfaatan Dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2) Pemanfaatan Dari penerimaan Retribusi yang dipungut Dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3) Pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah.


	
	
	BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga 


Pasal 18
(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama pemungutan retribusi dengan pihak ketiga.
(2) Kerja sama pemungutan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
(3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

Pasal 19
(1) Pemberian imbal jasa pemungutan retribusi kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja APBD atau RBA BLUD 
(2) Imbalan Jasa pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 50% (Lima puluh persen) dari realisasi hasil pendapatan bruto.

Pasal 20
Pihak yang menjadi subjek kerja sama pemungutan retribusi adalah:
a. Kepala SKPD Pemungut Retribusi
b. Pemerintah Daerah lain
c. Pihak Swasta
d. Organisasi Masyarakat
e. Perorangan

Pasal 21
Bentuk Kerjasama pemungutan retribusi dituangkan dalam bentuk Perjanjian kerjasama


	
	
	BAB VI
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH SERTA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINITRATIF

	
	
	

	
	
	Pasal 22
(1) Wajib Retribusi yang dikarenakan alasan tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administratif kepada SKPD terkait.
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi serta pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
(3) Kepala SKPD menerima surat permohonan pembetulan pembatalan, pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dari Wajib Retribusi dan mendisposisikan kepada Bidang UPT yang menangani untuk mencatat kedalam buku register surat permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
(4) SKPD membentuk tim peneliti permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dengan Keputusan Kepala SKPD.
(5) Tim SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meneliti kelengkapan	permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dari Wajib Retribusi, membuat laporan hasil penelitian.
(6) Tim SKPD menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepala SKPD untuk diteliti dan dipertimbangkan untuk ditolak atau diterima.
(7) Dalam hal permohonan ditolak, tim SKPD membuat surat keputusan penolakan pembetulan yang dibuat rangkap 3 (tiga)dan diberikan
a. Untuk Wajib Retribusi;
b. Untuk SKPD terkait; dan
c. Sebagai arsip
(8) Dalam hal permohonan diterima, tim membuat surat keputusan pembetulan yang dibuat rangkap 3 (tiga) dan diberikan:
a. Untuk Wajib Retribusi;
b. Untuk SKPD terkait; dan
c. Sebagai arsip
(9) Surat keputusan penolakan atau pembetulan yang telah dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) disetujui oleh Kepala SKPD dan disampaikan kepada Bupati untuk diotorisasi.
(10) Setelah surat keputusan diotorisasi, SKPD mencatat surat keputusan penolakan kedalam buku register surat keputusan penolakan pembetulan dan mencatat surat keputusan pembetulan kedalam buku register surat keputusan pembetulan, selanjutnya surat keputusan diserahkan kepada Wajib Retribusi dengan tembusan kepada pihak yang terkait.


	
	
	Pasal 23
(1) Pengurangan keringanan dan pembebasan dalam hal tertentu atas ketetapan Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu.
(2) Kriteria pengurangan dan keringanan Retribusi meliputi:
a. pemberian stimulus kepada Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi
b. usaha pengentas kemiskinan
c. usaha peningkatan perekonomian masyarakat
d. untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi kepada pelaku usaha
e. terdapat alasan lain dari Wajib Retribusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa Bunga, denda dan kenaikan Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.




	
	
	Pasal 24
(1) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan diberikan kepada Wajib Retribusi atas Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
(2) Retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang disamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu ketetapan Retribusi ditambah dengan sanksi administratif

	
	
	

	
	
	Pasal 25
Pengurangan, keringanan dan pembebasan dapat diberikan dengan mengacu pada hasil rekomendasi dari tim SKPD yang melakukan peninjauan lapangan

	
	
	

	
	
	Pasal 26
Pengurangan, keringanan dan pembebasan dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Retribusi

	
	
	

	
	
	Pasal 27
Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. permohonan untuk 1 (satu) SKRD
b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi dilampiri dengan surat kuasa bermaterai berlaku
c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas
d. diajukan kepada Bupati dengan tembusan SKPD pengelola Retribusi
e. dilampiri fotokopi SKRD yang dimohonkan pengurangan, keringanan dan pembebasan
f. diajukan dalam jangka waktu paling lambat:
1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKRD
2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat memenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya
g. tidak memiliki tunggakan Retribusi periode sebelumnya atas Objek Retribusi yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal Objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa

	
	
	

	
	
	Pasal 28
(1) Permohonan pengurangan keringanan dan pembebasan secara perorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan
(2) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7)

	
	
	

	
	
	Pasal 29
(1) Keputusan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Retribusi
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian Wajib Retribusi yang telah diberi suatu keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (10), tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SKRD yang sama

	
	
	

	
	
	Pasal 30
Bupati mendelegasikan penerbitan keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan kepada Kepala SKPD

	
	
	
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

(1) Dalam hal terdapat pembayaran melebihi ketentuan yang berlaku, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Retribusi sesuai dengan jumlah rupiah yang disetorkan pada saat pembayaran. 
(2) Khusus untuk Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembalikan kepada Pemberi kerja TKA selaku Wajib Retribusi yang mempekerjakan TKA. 

	
	
	
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA 

Pasal 32
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
(2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


	
	
	
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 33
(1) Keberatan ataş SKRD/SSRD dapat diajukan oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterima kecuali apabila yang bersangkutan dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhinya karena keadaan kahar.
(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/ atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
(3) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan dişertai alasan-alasan yang jelas, dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi.
(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.
(6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
(7) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
(8) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.



(9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.


	
	
	ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 32
(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
(3) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa retribusi persetujuan bangunan gedung dengan fungsi usaha.
(4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
b. kondisi tertentu objek Retribusi, seperti objek Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;
c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan oleh Wajib Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;
b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.



(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
(9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
(10) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.
(11) Jangka waktu pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau investor paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan skala prioritas pemberian insentif.

Pasal 33
(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Retribusi untuk tujuan lain.
(2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5).

	
	
	
BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 34

(1) Kepala SKPD/Unit Pengelola Retribusi berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Retribusi Daerah
(2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Retribusi Daerah.

Pasal 35

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Retribusi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai di bidang pengelolaan Retribusi daerah serta optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah

Pasal 36

Pembinaan sebagaimana dimakud dalam Pasal 34 ayat (1) meliputi:
a. pelaksanaan kebijakan Daerah Kabupaten yang berkenaan dengan pengelolaan Retribusi Daerah;
b. koordinasi;
c. pemberian pedoman;
d. bimbingan teknis;
e. konsultasi; dan
f. sosialisasi, pendidikan dan latihan.

Pasal 37
(1) Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(3) Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:
a. pemeriksaan dalam rangka optimalisasi pemungutan Retribusi Daerah;
b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
c. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
d. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan pendapatan daerah dari sektor Retribusi Daerah.
(4) Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

	
	
	

	
	
	BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

	
	
	

	
	
	Pasal 38

	
	
	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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